PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116/ Fax. (0482) 21069-22450 Kode Pos 92612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa unit layanan pengaduan merupakan wadah
yang menampung keluhan dari masyarakat apabila
ada permasalahan/ ketidakpuasan terhadap
pelayanan perizinan, sehingga perlu mendapatkan
tanggapan dengan cepat, efisien dan transparan dan
dapat dipertanggung jawabkan di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sinjai, maka perlu adanya pembentukan
unit layanan pengaduan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengaduan Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesai Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);
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11.
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13.

14.

15.
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1966);
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17.
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Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan;
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sinjai Nomor 68);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 45);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 93); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 97);

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 71);
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21. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);

22. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 608 Tahun 2020
tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pembentukan Unit Layanan Pengaduan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini;

Pembentukan Unit Layanan Pengaduan sebagaimana

dimaksud pada Diktum Kesatu, bertujuan agar :

1. masyarakat dapat menyampaikan permohonan
informasi, pengaduan, konsultasi serta memberikan
saran dan masukan serta memperoleh kepastian
mendapatkan tanggapan yang baik dan professional,;

2. masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik dan
kami berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan
yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai

pada tanggal 2¢€ A6USTVS 2020

AS PENANAMAN MODAL DAN
TERPADU SATU PINTU
SINJAI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;

2. Inspektur Kabupaten di Sinjai,

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai di Sinjai.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADUAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADUAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI

No. Unit Layanan Pengaduan

1. | Telephone. Whatsapp dan SMS : 081141513434 dan (0482) 21069/
22450

Faximile : (0482) 22450

Email ;: pengaduandpmptsp.sinjai@gmail.com

Website : http: www.dpmptsp.sinjaikab.go.id

Facebook : Dinas Pmptsp Sinjai

oy Rl WM

IG : dpmptspsinjai

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;

2. Inspektur Kabupaten di Sinjai;

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai di Sinjai.




